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ABSTRACT 
 
 Fondation as a nonprofit institution, that is generally engaged in education, health, the field of 
religion, culture, and social areas. Fondation is a legal entity consisting of wealth separated and destined 
to achieve certain goals in the social, religious, and humanitarian who has no members. Fondations can 
establish a business entity whose activities are in accrordance with the intent and purpose of the 
foundation. How the establishment of the fondation, as well as the formation of necessity fondation has 
been set in the notarial dedd. So too has about organ foundation, namely builder, administrators, and 
supervisors. 
 The  issue in this skripsi is how to setup the foundation according to Law Number 16 Year 2001 
Jo. Law Number 28 Year 2004 on the Foundation, how bankruptcy foundations, as well as how the 
board accountability to its foundations bankruptcy. 
 The research method used type of normative legal research. Source of data used are secondary 
data, which consists of primary legal materials, secaondary, and tertiary. Data was collected by the 
engineering literature study and analysis of data using qualitative and inductive approach dedukatif. 
 Setting the foundation under the Act include the establishment of the foundation that requires the 
establishment of the notarial deed of foundation, the foundation also set about organ consisting of 
supervisors, managers and supervisors. An experienced bankruptcy foundations can be caused by the 
foundation has two or more creditors and not pay in full at least one debt that has matured and can be 
billed, declared bankrupt by a court decision. Accountability board to bankrupt its foundation is as 
stipulated in Article 39 of Law Foundation is if bankruptcy occurred because of errors or omissions and 
intellectual foundation board is not enough to cover the losses caused by bankruptcy. 
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PENDAHULUAN 
 
 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri 
atas kekayaan yang  dipisahkan dan 
diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu 
dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan 
yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat 
mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai 
dengan maksud dan tujuan yayasan. 
 Yayasan pada umumnya bergerak dalam 
bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang 
keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang 
sosial. Yayasan-yayasan yang bergerak dibidang 
pendidikan mendirikan sekolah, mendirikan 
perguruan tinggi, memberikan beasiswa bagi 
murid-murid atau mahasiswa berprestasi, 
membiayai pengiriman tenaga pengajar ke luar 
negeri atau ke tempat-tempat lain dalam rangka 
peningkatan tenaga akademis, atau memberikan 
dana untuk mengadakan penelitian, dan 
sebagainya. 
 Yayasan diwakili pengurus yang diberikan 
kewenangan dan tanggung jawab untuk itu, 
meskipun maksud dan tujuan dari yayasan itu 
ditetapkan oleh orang-orang yang selanjutnya 
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berdiri di luar yayasan tersebut.1 Ini dikarenakan 
yayasan bukanlah milik pendiri maupun pengurus, 
melainkan keberadaan yayasan ditujukan bagi 
sekelompok orang yang mendapat manfaat 
karena diberi bantuan ataupun sumbangan.2 
Secara singkat dikatakan bahwa badan hukum itu 
merupakan suatu pengertian yang diciptakan 
untuk membantu hukum menunjuk sebuah subjek 
khusus menjadi pendukung hak dan kewajiban 
seperti layaknya manusia alamiah. Kepailitan 
dalam yayasan merupakan sita umum atas 
semua kekayaan debitor  pailit, yaitu pihak yang 
mempunyai utang karena perjanjian dan telah 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.  
Dalam perkembangannya, Undang-
Undang No.4 Tahun 1998 diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. Undang-undang ini lahir 
karena perkembangan perekonomian dan 
perdagangan serta pengaruh globalisasi yang 
melanda dunia usaha dewasa ini juga, meningkat 
umumnya modal yang dimiliki oleh para 
pengusaha merupakan pinjaman yang berasal 
dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman 
modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain 
yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak 
permasalahan penyelesaian utang-piutang. 
 
PERUMUSAN MASALAH 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 
diatas, maka penulis melakukan penelitian 
dengan metode penelitian hukum normatif dan 
dengan tipe penelitian deskriptif berdasarkan 
rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan 
yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2004, dan bagaimana kepailitan pada Yayasan, 
serta bagaimana pertanggungjawaban pengurus 
yayasan terhadap pailitnya yayasan. 
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1Chidir Ali, Badan Hukum (Bandung: PT. 
Alumni, 1991), hal. 65 . 
 2Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan 
Terbatas, Yayasan dan Wakaf (Bandung: PT. Eresco, 
1993), hlm. 62. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. PENGATURAN YAYASAN MENURUT 
UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2001 jo. 
UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2004  
 
 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri 
dari atas kekayaan yang dipisahkan dan 
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di 
bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang 
tidak mempunyai anggota.3 Definisi tersebut 
menunjukkan bahwa karakter dasar yayasan 
adalah adanya kekayaan yang dikumpulkan untuk 
mencapai tujuan sosial. Hal ini yang 
membedakan antara yayasan dan perkumpulan. 
Dalam hal perkumpulan (yang ditujukan untuk 
kegiatan sosial) maka karakter pembentukannya 
adalah orang yang berkumpul untuk mencapai 
tujuan sosial. Di Indonesia, yayasan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. 
Undang-Undang No28 Tahun 2004 tentang 
Yayasan. Sebelum adanya undang-undang ini, 
pengaturan tentang yayasan merujuk pada 
yurispridensi. 
Pada umumnya kalau kita melakukam 
studi kepustakaan dikatakan bahwa yayasan 
adalah badan hukum. Apabila membicarakan 
mengenai badan hukum, sebenarnya perlu 
terlebih dahulu dimengerti apa yang dimaksud 
dengan pengertian badan hukum. Umumnya yang 
dimaksud dengan badan hukum itu sebagai 
layaknya manusia alamiah juga dapat bertindak 
dalam hukum, dan mempunyai hak-hak, 
kewajiban-kewajiban, dan kepentingan-
kepentingan hukum. 
 Kenyataannya didalam pergaulan hukum, 
bukan hanya manusia alamiah saja yang dapat 
bertindak dalam hukum. Yang menjadi unsur 
penting dari badan hukum, adanya kekayaan 
terpisah dari kekayaan orang perorangannya. 
Sekalipun semula harta kekayaan itu tadinya 
merupakan milik pribadi dari orang perorangan 
pendiri yayasan yang bersangkutan, tetapi 
kemudian dengan telah dipisahkan olehnya dari 
harta kekayaannya pribadi dan dimasukkan 
dalam yayasan maka harta yayasan menjadilah 
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Tahun 2001 Jo. 16 Tahun 2004 tentang Yayasan, Bab 
I, Pasal 1. 
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sepenuhnya harta kekayaan yayasan yang tidak 
bebas lagi dipergunakan oleh orang perorangan 
yang bersangkutan. 
 Sebelum berlakunya UU Yayasan, belum 
ada keseragaman tentang cara mendirikan 
yayasan. Pendirian yayasan hanya didasarkan 
pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum 
ada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta 
keharusan pembentukan yayasan melalui akta 
notaries. Akibatnya perdebatan mengenai status 
yayasan sebagai badan hukum atau bukan, 
masih terus berlangsung. Lebih parah lagi, karena 
tidak ada suatu ketentuan yang menyebutkan 
bahwa yayasan konkordan mengikuti hukum 
Belanda, apalagi di Belanda sendiri pengaturan 
yayasan sudah mengalami perubahan setelah 
Indonesia merdeka. 
Ada beberapa syarat agar perkumpulan baru atau 
badan/badan usaha disebut sebagai badan 
hukum. Hal ini berkaitan dengan sumber hukum, 
khususnya dalam kaitan dengan sumber hukum 
yang formal. Tentang syarat badan hukum yang 
dikaji dari sumber dari sumber hukum formal 
memberikan beberapa kemungkinan, bahwa 
badan hukum tersebut telah memenuhi:4 
1. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-
undangan 
2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan 
yurisprudensi 
3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin 
Setelah Berlakunya UU Yayasan, dalam 
keterangan pemerintah di hadapan rapat 
paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 
Rancangan Undang-Undang Yayasan tanggal 16 
Juni 2000 dijelaskan bahwa, penyusunan 
Undang-Undang Yayasan dilandasi oleh 
beberapa pokok pikiran, yaitu; pertama, untuk 
memenuhi kebutuhan perkembangan hukum 
dalam masyarakat mengenai peraturan tentang 
Yayasan. Kenyataan dalam masyarakat 
menunjukan, Yayasan sekarang ini tumbuh 
bagaikan cendawan dan berkembang begitu 
pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan 
tujuan. Namun pendirian yayasan selama ini 
hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, 
karena belum ada peraturan perundang-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Chidir Ali, Op.,cit., hlm. 79-98  
undangan yang mengatur mengenai yayasan. 
Kedua, untuk menjamin kepastian dan ketertiban 
hukum serta berfungsinya yayasan sesuai 
maksud dan tujan nya berdasarkan prinsip 
keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat 
dalam mendirikan yayasan. 
Yayasan walaupun subjek hukum, tetapi 
bukanlah makhluk hidup seperti manusia, 
melainkan adalah badan hukum. Yayasan 
kehilangan daya berpikir dan kehendaknya, serta 
tidak mempunyai central bewustzijn, karenanya 
yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-
perbuatan hukum sendiri.5 Berbeda dengan 
manusia yang dapat bertindak sendiri, Yayasan 
sekalipun sebagai badan hukum merupakan 
subjek hukum mandiri, tetapi pada dasarnya 
adalah “orang ciptaan hukum” (artificial person) 
yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum 
dengan perantara manusia selaku wakilnya. 
Walaupun di dalan bertindak yayasan harus 
melalui perantara orang (natuurlijke personen), 
tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dan 
atas nama dirinya, melainkan untuk dan atas 
pertanggungjawaban yayasan. Orang-orang yang 
bertindak untuk dan pertanggungjawaban 
yaaysan disebut organ. Ketergantungan yayasan 
pada wakil dalam melakukan perbuatan hukum 
menjadi sebab yayasan mempunyai organ.6 
Yayasan sangat bergantung pada wakil 
wakilnya dalam melakukan perbuatan hukum, 
karenanya agar yayasan dapat dengan mudah 
melakukan perbauatan hukum tersebut yayasan 
harus mempunyai organ. Ketiadaan organ 
menyebabkan tidak berfungsi dan dapat 
mencapai maksud serta tujuan pendirinya. 
Berdasarkan Pasal 2 UU Yayasan, rgan yayasan 
adalah pembina, pengurus dan pengawas. 
Terhadap masing masing organ yayasan 
mempunyai fungsi, wewenang serta tugasnya 
masing-masing secara jelas diatur dalam undang 
undang yayasan. Yayasan sebagai badan hukum 
dalam melakukan pebuatan hukumnya 
memerlukan suatu perantara. Perantara yang 
dimaksud dalam hal ini, bahwa tanpa organ 
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tersebut yayasan tidak dapat berfungsi untuk 
mencapai maksud dan tujuan yayasan yang 
didirikan. Dalam Pasal 29, Pasal 31 ayat 3 dan 
Pasal 40 ayat 4 UU Yayasan ditegaskan bahwa 
dalam hubungan dengan organ yayasan tidak 
boleh ada jabatan rangkap, tujuan undang 
undang ini adalah untuk memberikan antara 
peranan yayasan dan peranan suatu badan 
usaha yang didirikan dalam hal ini yayasan 
sebagai konsekwensi hukum dari organ yayasan 
yaitu Pembina Pengurus dan Pengawas. Yayasan 
sangat tergantung pada organ pengurus, organ 
yang dipercayakan untuk melakukan kegiatan dan 
melaksanakan fungsinya. 
Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan 
oleh pengurus kepada Pembina. Penggabungan 
yayasan hanya dapat dilakukan apabila 
didasarkan pada keputusan rapat Pembina yang 
dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari 
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling 
sedikit oleh ¾ (tiga per empat) dari jumlah 
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 
¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota 
yang hadir.7 
 Pembina dari masing-masing yayasan 
yang akan datang menggabungkan diri dan yang 
menerima penggabungan menyusun usul 
rencana penggabungan. Usul penggabungan di 
susun bersama oleh Pembina dan pengurus dari 
yayasan yang bersangkutan. Pengurus yayasan 
hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil 
penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian 
paling lambat 30 (tiga puluh) dari terhitung sejak 
penggabungan selesai dilakukan. 
 Rancangan akta penggabungan yayasan 
dan akta perubahan anggaran dasar yayasan 
menerima penggabungan wajib disampaikan 
kepada menteri untuk memperoleh persetujuan. 
Persetujuan tersebut diberikan dalam waktu 
paling lama 60 (enam puluh) hari setelah 
permohonan diterima. Apabila permohonan 
ditolak, maka penolakan tersebut harus 
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis 
beserta alasannya dalam jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari pula. Terhadap ketentuan ini tidak 
disebutkan tentang alasan penolakan 
penggabungan serta bagaimana kedudukan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. 16 
Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 53 Ayat (4). 
kedua yayasan yang akan bergabung ini ditolak, 
terutama bagi yayasan yang punya inisiatif untuk 
bergabung. Mengenai tata cara penggabungan 
yayasan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah. 
Undang-Undang Yayasan mengatur kemungkinan 
pembubaran yayasan, baik atas inisiatif organ 
yayasan sendiri atau berdasarkan 
penetapan/putusan pengadilan. Ada beberapa hal 
yang dapat menyebabkan yayasan bubar, yaitu:8 
1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar berakhir; 
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam 
anggaran dasar telah tercapai atau tidak 
tercapai; 
3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan. 
 
B. KEPAILITAN YAYASAN 
 Syarat-syarat kepailitan sangat penting 
karena bila permohonan kepailitan tidak 
memenuhi syarat, maka permohonan tersebut 
tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. 
Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut. 
1. Pailit ditetapkan apabila debitor  yang 
mempunyai dua kreditor atau lebih tidak 
mampu membayar sedikitnya satu utang yang 
telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) UUK dan 
PKPU). 
2. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor 
(concursus creditorum). 
3. Harus ada utang. Undang-Undang No. 37 
Tahun 2004 tidak menentukan apa yang 
dimaksud dengan utang. Dengan demikian 
para pihak yang terkait dengan suatu 
permohonan pernyataan pailit dapat berselisih 
pendapat mengenai ada atau tidak adanya 
utang. 
4. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan 
dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU 
tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat 
utang yang telah jatuh tempo dan utang yang 
dapat ditagih. 
5. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo 
dan dapat ditagih. Bunyi Pasal 2 ayat (1) di 
dalam UUK dan PKPU merupakan berubahan 
dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. 16 
Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 62 UU Yayasan  
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Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan 
Faillissementsverordening Stb. 1905 No. 217 
jo. S. 1906 No. 348. Bunyi Pasa; 1 ayat (1) Fv 
adalah: setiap debitor  yang tidak mampu 
membayar utangnya yang berada dalam 
keadaan berhenti membayar kembali utang 
tersebut, baik atas permintaannya sendiri 
maupun atas permintaan seorang kreditor 
atau beberapa orang kreditornya, dapat 
diadakan putusan oleh hakim yang 
menyatakan bahwa debitor  yang 
bersangkutan dalam keadaan pailit. 
6. f. Debitor  harus dalam keadaan insolvent, 
yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-
utangnya. Debitor  harus telah berada dalam 
keadaan behenti membayar kepada para 
kreditornya, bukan sekadar tidak membayar 
kepada satu atau dua orang kreditor saja. 
Bubarnya yayasan juga dikarenakan putusan 
pengadilan. Alasannya telah ditetapkan secara 
limitatif dalam Pasal 62 huruf c yaitu : 
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan 
kesusilaan; 
2. Yayasan tidak mampu membayar utangnya 
setelah dinyatakan pailit, atau 
3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk 
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit 
dicabut.  
Pasal 1 angka (7) UUK dan PKPU secara 
tegas menentukan bahwa: “Pengadilan Niaga 
dalam lingkungan peradilan umum.” Apabila 
diperhatikan Pasal 3, walaupun tidak secara 
eksplit ditentukan namun diketahui bahwa 
permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke 
Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya 
meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. 
Yang berhak Mengajukan Permohonan 
Pernyataan Pailit 
 Permohonan pernyataan pailit tersebut 
dapat diajukan oleh: 
1. Debitor  sendiri; 
2. Atas permintaan seorang atau lebih 
kreditornya; 
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum; 
4. Dalam hal menyangkut debitor  yang 
merupakan bank, permohonan pernyataan 
pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia; 
5. Dalam hal menyangkut debitor  yang 
merupakan perusahaan efek permohonan 
pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal. 
Menurut undang-undang kepailitan, 
pengadilan yang berwenang untuk mengadili 
perkara permohonan pernyataan kepailitan 
adalah pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor 
. Pengadilan menurut UUK dan PKPU adalah 
Pengadilan Niaga yang merupakan 
pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan 
yang dibentuk dalam lingkupan peradilan umum. 
Bila debitor  telah meninggalkan wilayah RI, maka 
pengadilan yang berwenang menetapkan putusan 
adalah pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor 
. Pasal 3 UUK dan PKPU disebutkan, dalam hal 
debitor  berupa persero suatu firma, yang 
mengadili adalah pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum 
firma tersebut. sedangkan dalam hal debitor  tidak 
berkedudukan di wilayah RI, pengadilan yang 
berwenang memutuskan adalah pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
hukum kantor debitor  menjalankan profesi atau 
usahanya dan bila debitor  badan hukum maka 
kedudukan hukumnya adalah sebagaimana 
dimaksud dalam anggaran dasarnya. 
 Putusan pernyataan pailit yayasan 
membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 
21 UUK dan PKPU  menentukan bahwa kepailitan 
meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat 
putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala 
sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. 
 Dari kektentuan Pasal 21 diatas diketahui 
bahwa kepailitan yayasan yang merupakan sita 
umum. Dengan adanya sita umum ini hendak 
dihindari adanya sita perorangan. Pembentuk 
Undang-undang memandang perlu untuk 
memungkinkan adanya eksekusi “massal” dengan 
cara melakukan sitaan umum atas seluruh harta 
kekayaan debitor untuk kepentingan semua 
kreditor yang bersangkutan yang dijalankan 
dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas. 
Sita umum tersebut haruslah bersifat konservatoir 
yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan 
semua kreditor yang bersangkutan. 
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 Para kreditor harus bertindak secara 
bersama-sama sesuai dengan asas dalam Pasal 
1132 KHUPerdata. Perlu ditekankan bahwa 
tujuan kepailitan itu adalah untuk membagi 
seluruh kekayaan debitor oleh curator kepada 
semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak 
mereka masing-masing. Dengan terjadinya 
kepailitannya yayasan berlakulah “general 
statutory attachment” atas seluruh kekayaan 
debitor untuk kepentingan para kreditor. Undang-
undang kepailitan berbicara secara netral tentang 
kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam 
keadaan berhenti membayar.9 
 Sejak rapat kreditor pertama, pengurusan 
dan atau pemberesan harta pailit dimulai. 
Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit 
diartikan mengurus dan membereskan harta pailit, 
termasuk juga utang-utang si pailit. Si pailit 
berhak untuk menawarkan suatu perdamaian 
kepada semua kreditornya bersama-sama. Pasal 
144 UUK dan PKPU menyatakan bahwa debitor 
pailit berhak untuk menawarkan suatu 
perdamaian kepada semua kreditor. Rencana 
perdamaian yang ditawarkan si pailit tersebut 
dimasukkan paling lambat delapan hari sebelum 
rapat pencocokan piutang (Pasal 145 UUK dan 
PKPU). Apabila pada rapat kreditor tersebut 
ternyata si pailit tidak memajukan penawaran 
perdamaian, maka demi hukum harta pailit dalam 
keadaan tak mampu membayar (Pasal 178 ayat 
(1) UUK dan PKPU). 
 Demikian juga apabila penawaran 
perdamian tersebut ditolak oleh para kreditor, 
dalam arti tidak diterima karena tidak disetujui 
oleh lebih dari setengah kreditor kongkuren yang 
hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau 
sementara diakui yang mewakili paling sedikit dua 
pertiga dari jumlah seluruh piutang kreditor 
kongkuren yang diakui atau sementara diakui 
(Pasal 151 UUK dan PKPU), maka harta pailit 
demi hukum dalam keadaan tak mampu 
membayar (Pasal 178 ayat (1) UUK dan PKPU). 
Insolven pun akan terjadi, walaupun perdamaian 
tersebut diterima karena disetujui oleh para 
kreditor kongkuren, akan tetapi pengesahan akan 
perdamaian tersebut ditolak oleh pengadilan. 
 Tata cara pemberesan harta pailit dalam 
hal ini pencatatan piutang kreditor (utang debitor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 MR.J.B.Huizink, Op.,Cit, hlm. 1. 
pailit) secara teoritis kelihatannya mudah, tetapi 
dalam praktik ternyata banyak sekali mengalami 
kesulitan. Karena kesulitan ini, akibatnya proses 
penyelesaian perkara kepailiatan seolah-olah tak 
kunjung selesai dan pengadilan niagalah yang 
menanggung beban ketidakpuasan pencari 
keadilan. 
 Pengadilan niaga, dalam hal ini hakim 
pengawas, setelah menerima salinan putusan 
pernyataan pailit dalam jangka waktu paling 
lambat 3 hari (Pasal 9 ayat 6 UUK dan PKPU), 
membuat penetapan penunjukan sekurang-
kurangnya dua surat kabar harian (Pasal 15 ayat 
(4) UUK dan PKPU) untuk disampaikan kepada 
kurator. 
 
C. PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS 
TERHADAP PAILITNYA YAYASAN 
 
 Perbuatan subjek hukum dapat berupa 
perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. 
Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, 
sedangkan untuk perbuatan yang bukan 
perbuatan hukum timbul dari undang-undang. 
Dengan demikian, tanggung jawab timbul dari 
perjanjian dan berdasar undang-undang. 
 Menurut Schut,10 tanggung jawab dapat 
timbul dari perjanjian (lebih tepat wanprestasi) 
dan dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal 
yang pertama, maka kerugian harus diganti 
karena kewajiban utama atau sampingan 
berdasarkan perjanjian tidak dipenuhi (kewajiban 
prestasi atau kewajiban garansi). Sedangkan 
yang kedua, kerugian harus diganti karena 
pelanggaran suatu norma hukum (perintah dan 
larangan). 
Pertanggungjawaban badan hukum atas 
perbuatan bawahan, tidak hanya meliputi segala 
yang mereka perbuat dalam tugasnya sebagai 
bawahan, melainkan juga perbuatan-perbuatan 
yang dimungkinkan oleh fungsi mereka. Jadi 
pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan itu 
ada, kalau tugas yang diberikan kepada bawahan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, 
Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH 
Perdata), terjemahan oleh: KPH. Hapsoro 
Jayaningprang,(Ujung Pandang:  Kursus Hukum 
Perikatan, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda 
dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1988), hal. 
1.  
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itu membuka dan memperluas kemungkinan 
untuk melakukan perbuatan itu. 
Perlu dibedakan antara perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang 
yang dalam hubungan kerja pada badan hukum, 
dengan perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh organ dari badan hukum. Untuk 
perbuatan melawan hukum dari bawahannya 
yang bukan organ, maka badan hukum 
bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUH 
perdata, sedangkan untuk perbuatan melawan 
hukum dari organ bukan bawahannya, maka 
badan hukum bertanggung jawab berdasarkan 
Pasal 1365 KUH Perdata.11 
Pengurus yayasan berdasarkan Undang-
Undang Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari 
3 orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 
Yayasan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam 
melakukan pengurusan yayasan yang 
menyebabkan kerugian yayasan. Pengurus dapat 
menerima gaji, upah atau honorarium dengan 
catatan bahwa pengurus yayasan tersebut bukan 
merupakan pendiri yayasan yang tidak terafiliasi 
dengan pendiri, pembina dan pengawas serta 
melaksanakan kepengurusan yayasan secara 
langsung dan penuh.  
 Pengurus tidak dapat merangkap sebagai 
pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan. 
Pengurus bertanggung jawab atas anggaran dan 
rencana kerja kepada Dewan Pembina. Pengurus 
dalam dalam menjalankan yayasan dibatasi oleh 
beberapa persyaratan sebagaimana yang 
ditentukan oleh undang-undang. Pengurus dalam 
menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang 
oleh pembina dinilai merugikan Yayasan, maka 
berdasarkan rapat pembina. pengurus tersebut 
dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan 
berakhir. 
Didalam Undang-Undang Yayasan, Pasal 31, 
pengurus adalah organ Yayasan yang 
melaksanakan kepengurusan Yayasan dan yang 
dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang 
perorangan yang mampu melakukan perbuatan 
hukum serta pengurus tidak boleh merangkap 
sebagai pembina atau pengawas. Pasal 32 ayat 1 
menyatakan bahwa pengurus yayasan diangkat 
oleh pembina berdasarkan keputusan rapat 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ali Ridho, Op. Cit., hlm. 30.  
pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) 
kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurang-
kurangnya terdiri atas:12 
1. seorang ketua; 
2. seorang sekretaris; dan 
3. seorang bendahara; 
 Pengurus adalah organ yayasan yang 
melaksanakan kepengurusan yayasan. Pihak 
yang dapat diangkat sebagai pengurus yayasan 
adalah individu yang mampu melakukan 
perbuatan hukum. Dalam yayasan, pengelola ( 
pengurus dan pengawas) bertanggung jawab 
kepada Pembina yang disampaikan dalam rapat 
pembina yang diadakan (minimal) setahun 
sekali). 
 Pola pertanggungjawaban yayasan 
bersifat vertikal dan horizontal. 
Pertanggungjawaban vertikal adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 
kepada otoritas yang lebih tinggi, sebagai 
pertanggungjawaban yayasan kepada Pembina. 
Pertanggungjawaban horizontal adalah 
pertanggungjawaban yayasan kepada 
masyarakat luas secara umum, dan kepada 
stakeholder yang dilayaninya. Kedua 
pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen 
penting dari proses akuntabilitas publik. 
 Pertanggungjawaban manejerial 
merupakan bagian terpenting dari kredibilitas 
manajemen di yayasan. Tidak terpenuhinya 
prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat 
menimbulkan implikasi yang serius.13 
  Yayasan diberikan hak dan kewenangan 
untuk menyelenggarakan sendiri kegiatannya, 
dengan harta kekayaan pendirinya. Semua 
tindakan yayasan, untuk dan atas nama yayasan, 
dilaksanakan oleh Pengurus yayasan. Pengurus 
yayasan kunci bagi jalannya kegiatan yayasan. 
Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan 
kegiatannya tanpa adanya pengurus. Dengan 
demikian keberadaan Pengurus juga bergantung 
sepenuhnya pada eksistensi dari yayasan. Akan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 12Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Jo. 16 
Tahun 2004 tentang Yayasan Yayasan, Pasal 32 ayat 
2. 
13Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan, 
www.researchgate.net/publication/, (diakses tanggal 
31 Agustus 2012). 
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tetapi ternyata UU Yayasan tersebut dalam 
perkembangannya belum menampung seluruh 
kebutuhan dan perkembangan hukum dalam 
masyarakat. Selain itu terdapat substansi UU 
Yayasan yang tidak jelas/kabur. 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah melihat uraian di atas maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 
1. Pengaturan yayasan menurut Undang-
Undang Yayasan antara lain adalah yayasan 
sebagai lembaga nirlaba yang pada umumnya 
bergerak dalam bidang pendidikan, bidang 
kesehatan, bidang keagamaan, bidang 
kebudayaan, dan bidang sosial.  
2. Kepailitan yayasan dapat disebabkan oleh 
karena yayasan tersebut mempunyai dua atau 
lebih kreditor dan tidak membayar lunas 
sedikitnya satu utang yang telah  jatuh  waktu 
dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan 
putusan Pengadilan, baik atas 
permohonannya sendiri maupun atas 
permohonan satu atau lebih kreditornya. 
3. Pertanggungjawaban pengurus terhadap 
pailitnya yayasan adalah sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 39 UU Yayasan yaitu jika 
kepailitan terjadi karena kesalahan atau 
kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan 
tidak cukup untuk menutup kerugian akibat 
kepailitan tersebut. 
 
B. Saran  
1. Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 
dan perubahannya Undang-Undang No. 28 
Tahun 2004 harusnya lebih jelas dan tegas 
dalam membahas ketentuan tentang 
bagaimana kepengurusan yayasan di dalam 
mendirikan yayasan sebagai badan hukum. 
2. Perlunya referensi perumusan pengertian 
“Tujuan Sosial dan Kemanusiaan” yang 
terdapat dalam Undang-Undang Yayasan. 
3. Perlunya adanya ketentuan lain yang 
mengatur mengenai batas kewenangan 
Menteri Keuangan serta Sanksi jika Menteri 
Keuntungan tidak mengajukan atau 
meneruskan permohonan kepailitan di 
Pengadilan Niaga. 
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